
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/il TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN REKENING PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL

SEKOL,AH PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

bahwa untuk melal<salakan ketentuan Pasal 5 ayat (21

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam
Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan, Pemerintah Daerah menetapkan
Rekening Satuan Pendidikan dalam bentuk keputusan;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Pendidikan
yang didanai melalui Dana Bantuan Sekolah pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah, perlu
membuka rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah atas
nama Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Papua Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Rekening Penerima Dana
Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan
Khusus di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa ka-li terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 2l Tahun 2O0l tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undarrg-
Undalg (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 TaJlun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O21 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Ktrusus Provinsi Papua (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahwn 2O2O Nomor 1342);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13421,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Telo:ologi Nomor 63
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor lO45);

1o.Peraturan......./3



Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

KETIGA

-J-

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam
Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dala
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan;

11. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor
1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025
(kmbaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25 Nomor
1).

12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan Rekening Penerima Dana Bantuan Operasional
Sekolah pada Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Papua
Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah pada
Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Papua Tengah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum I(ESATU berfungsi
untuk menyimpan Baltuan Operasional Sekoiah sesuai
Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta
tanggungiawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Papua Tengah.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Januari 2O25

R" GUBERNUR PAPUATENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAIvTAiiIK
Salinan sesuai dengan aslinya

HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002 12 tOO2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPEzuDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tenga-h di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3,3.1/1r TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN REKENING PENERIMA DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
KHUSUS DI PROVINSI PAPUA TENGAH

REKENING PF]NERIMA DANA BOS

NAMA SEKOLAH NPSN ASAL DAERAH NAMA BANK NOMOR
REKENING

NAMA
PEMILIK REKENING

1 SLB PETRA NABIRE 60303812 KAB. NABIRE BANK PAPUA 9000201273558 603038 12 SLB PETRA NABIRE
o SLB NEGERI MIMIKA KAB. MIMIKA BANK PAPUA 1040201 L47440 6992996T SLB NEGERI MIMIKA
.7 SLB PNG SINAR KASIH 70029471 KAB. DOGIYAI BANK PAPUA 9030201051756 70029471SLB PNG SINAR KASIH

4 SLB KRISTUS SAFIABAT KITA 70038503 KAB. NABIRE BANK PAPUA 9000201r17235 70038503 SLB KRISTUS SAHABAT KITA

PJ. GUBERNUR PAPUATENGAH,
cAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK
Sa.linan sesuai dengan aslinya

O HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 1976060A2002t2tOO2

NO

6992996t


